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ABSTRAK 

 

 

  Kalalo David, 2025. Analisis Kepatuhan Perpajakan PPh 22 Pada Badan  

 Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi  

 Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh  

 Pembimbing 1 :Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA dan Pembimbing 2 :  

 Ruhiyat, SE.,M.Si.  

 

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Badan 

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) atas pengadaan barang pada 

tahun anggaran 2022–2024. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas 

belanja barang instansi pemerintah dengan tarif 1,5% bagi penyedia yang memiliki 

NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

komparatif, yaitu membandingkan pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan 

peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya PMK Nomor 34/PMK.03/2017. Data 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di BKAD Kota Bitung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BKAD Kota Bitung telah 

melaksanakan kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dengan 

baik. Hal ini terlihat dari penerbitan bukti potong, penyetoran yang relatif tepat waktu, 

serta pelaporan melalui SPT Masa PPh 22. Namun demikian, masih terdapat kendala 

berupa kesalahan administrasi akibat faktor teknis serta keterbatasan pemahaman 

terhadap pembaruan regulasi perpajakan. 

 Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan BKAD Kota Bitung dapat dikategorikan 

cukup patuh. Meski begitu, diperlukan peningkatan melalui penguatan koordinasi 

internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi 

pemanfaatan teknologi informasi perpajakan. 

 

 

Kata kunci : Ak. Perpajakan, PPh Pasal 22, Kepatuhan Perpajakan 
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ABSTRACT 

 

Kalalo David, 2025. Analysis of Income Tax Article 22 Compliance at the Bitung  

City Regional Finance and Asset Agency. Undergraduate Program in 

Applied  

Accounting, Department of Accounting, Manado State Polytechnic.  

Supervisedby 

Supervisor 1: Alpindos Toweula, SE., MM., Ak., CA and Supervisor 2: 

Ruhiyat, SE., M.Sc. 

 

This study aims to analyze the level of compliance of the Bitung City Regional 

Finance and Asset Agency (BKAD) in fulfilling its tax obligations related to 

Income Tax Article 22 (PPh 22) on the procurement of goods in the 2022–2024 

fiscal year. PPh Article 22 is a tax imposed on goods purchased by government 

agencies at a rate of 1.5% for suppliers with a Taxpayer Identification Number 

(NPWP) and 3% for those without one.  

 

The research method used was descriptive qualitative with a comparative 

approach, comparing field implementation with the provisions of applicable tax 

regulations, specifically PMK No. 34/PMK.03/2017. Data were obtained through 

observation, interviews, and documentation at the Bitung City Regional Tax 

Office (BKAD). 

 

The results indicate that, in general, the Bitung City BKAD has adequately 

fulfilled its obligations to calculate, deposit, and report Income Tax Article 22. 

This is evident in the issuance of withholding slips, relatively timely deposits, and 

reporting through the PPh 22 Periodic Tax Return (SPT Masa). However, 

challenges remain, including administrative errors due to technical factors and 

limited understanding of updated tax regulations. 

 

Overall, the Bitung City BKAD's compliance level can be categorized as 

moderate. However, improvements are needed through strengthening internal 

coordination, enhancing human resource competency, and optimizing the use of 

tax information technology. 

 

 

Keywords: Tax Compliance, Article 22 Income Tax, Bitung City BKAD, Calculation,  

Payment, Reporting. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumbangsi terbesar dalam penerimaan angggaran pendapatan dan 

belanja negeri. Oleh karena itu pajak begitu penting sehingga setiap wajib pajak harus 

memenuhi kewajiban pajak mereka. Tanpa pajak, besar dari rencana pemerintah akan 

terkendala dalam pelaksaannya. Untuk mendukung hal itu pemerintah perlu melakukan 

pemungutan pajak kepada masyarakat dan instansi pemerintah yang berkaitan. Pajak 

mencakup beberapa jenis yaitu, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), 

dan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya yang dikenakan oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk 

pembangunan negara atau pembangunan daerah. Untuk mencapai penerimaan anggaran 

pendapatan dari pajak sangat bergantung pada kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran 

pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang yang berlaku 

ada tiga system yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu Self Assessment Sytem, 

dimana system ini menerapakan wajib pajak itu sendiri yang menghitung, membayar dan 

melaporkan pajak mereka sendiri. Withholding Sytem, dimana pihak ketiga yang memotong 

atau memungut pajak lalu menyetorkannya. Official Assessment System, pemerintah 

langsung yang menentukan dan menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. 

Bendaharawan yang memilik tugas untuk memenuhi kepatuhan perpajakan ini sesuai 

dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang perubahan atas 

peraturan menteri keuangan Nomor 231/PMK.03/2022 tentang tata cara pendaftaran dan 

penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan 

pengusaha kena pajak, serta pemungutan dan/atau pemotongan, penyetoran dan pelaporan 

pajak bagi instansi pemerintah, memiliki tugas yang sangat penting untuk memastikan 

kepatuhan terhadapa peraturan perpajakan yang berlaku dan mengumpulkan pendapatan 

pajak yang diperlukan bagi pemerintah, maka bendaharawan perlu mengetahui aspek-aspek 

dalam perpajakan. 

Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah satu organisasi perangkat 

daerah (OPD) yang memilik peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset milik 

pemerintah daerah. BKAD bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
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pengelolaan keuangan daerah secara professional, transparan dan akuntable, mulai dari 

perencanaan keuangan, pelaksanaan, dan penatausahaan hingga pelaporan keuangan. 

Pengelolaan aset daerah juga merupakan tugas dari BKAD. Dalam pelaksanaannya, 

pajak tidak sekedar menjadi kewajiban bagi masyarakat atau pelaku usaha, tetapi 

pemerintah juga turut aktif dalam pemungutan pajak, khususnya dalam hal ini adalah 

belanja barang. Salah satu jenis pajak yang terkait dengan aktivitas belanja ini adalah Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 22. Aktivitas belanja barang instansi pemerintah yang dikenakan 

PPh 22 umumnya meliputi pembelian baranng seperti alat tulis kanttor, komputer dan 

perlengkapannya, meuble, kendaraan dinas, bahan bahan bangunan, serta peralatan proyek 

lainnya. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 1,5% dari nilai transaksi (tidak termasuk PPN) 

apabila penyedia barang memiliki NPWP, dan dikenakan tarif 3% apabila tidak memiliki 

NPWP. 

Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat penting tetapi ada 

beberapa alasan sehingga kepatuhan ini tidak terlaksana, seperti keterlambatan dalam 

penyetoran dan pelaporan, baik itu dikarenakan kendala teknis maupun secara administrasi, 

gangguan system seperti salah input kode akun pajak atau kesalahan dalam penggunaan 

aplikasi DJP online/e-Billing, kurangnya koordinasi antara bagian keuangan dan bagian 

pengadaan, kurangnya pehaman tentang peraturan pajak terbaru dan sebagainya. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka Penulis mengangkat judul untuk penelitian ini 

adalah “ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN PPH 22 PADA BADAN 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian masalah ini adalah 

:Bagaimana kepatuhan perpajakan PPh 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bitung tahun 2022,2023 dan 2024? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu 

untuk mengetahui kepatuhan perpajakan PPh 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bitung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah dalam mengevaluasi tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemotongan dan 

penyetoran PPh pasal 22 atas belanja barang oleh pemerintah. Dengan adanya hasil 

penelitian ini, instansi yang bersangkutan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas 

mengenai sejauh mana ketentuan perpajakan telah dijalankan secara benar oleh pihak- 

pihak terkait. Selain itu, melalui pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi 

tingkat kepatuhan pajak, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi area atau aspek yang 

masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung upaya 

peningkatan efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta kontribusi optimalisasi 

penerimaan pajak dari sector belanja pemerintah.. 

 

2. Bagi Politeknik Negeri Manado 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konribusi bagi pengembangan 

kajian ilmiah di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan 

perpajakan pada sektor pemerintahan. 

Temuan dan data yang diperoleh dapat dijadilan referensi atau landasan bagi penelitian 

lanjutan, lebih lanjut pemahaman yang mendalam mengenai aspek kepatuhan perpajakan 

juga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kurikulum Pendidikan di bidang akuntansi 

dan perpajakan. Dengan menyesuaikan materi pembelajaran terhadap kebutuhan dunia 

industry dan instansi pemerintah, hasil penelitian ini berpotensi meningkatkan relevansi 

dan kualitas Pendidikan, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih kompeten 

dalam menghadapi tantangan praktik perpajakan lapangan. 

 

3. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian yang dilakukan bisa menjadi sebuah acuan untuk memperdalam 

pemahaman penulis terhadap penerapan pajak penghasilan (PPh 22) dalam linkup 

pemerintah Kota Bitung terlebih khusus terhadap unit Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Bitung. Dari penelitian ini memberikan manfaat secara personal bagi penulis, 

khususnya dalam hal pengembangan kemampuan analitis terhadap kebijakan perpajakan 

yang diterapkan di lingkungan pemerintah daerah. Melalui proses pengumpulan data, 

pengkajian dokumen dan analisis terhadap pelaksanaan PPh Pasal 22 di pemerintah Kota 

Bitung, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam menelaah implementasi regulasi 
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perpajakan di sektor publik. Pengalaman ini tidak hanya memperluas wawasan penulis 

tentang praktik perpajakan di pemerintahan, tetapi juga memperkuat keterampilan dalam 

mengkaji kebijakan fiscal secara kritis dan sistematis, sangat berguna sebagai bekal dalam 

pengembangan professional di bidang akuntansi dan perpajakan di masa depan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Akuntansi Perpajakan 

2.1.1 Pengertian  

Pajak memiliki peran vital dalam konteks pembangunan bangsa. Pajak menjadi sumber 

pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Pajak 

sendiri merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang 

tanpa menerima timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum pemerintah. Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa pajak menjadi sarana 

utama yang bukan hanya membantu pembiayaan pemerintah, namun juga mengatur. 

(Ocvianipurwanto, 2025) menyatakan bahwa pajak menjadi salah satu penopang utama 

penerimaan negara yang dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan 

demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

(Posumah, 2022), menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu instrumen penting 

bagi negara, sebab hasil penerimaannya digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan 

publik seperti pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan 

kesehatan, dan program sosial lainnya. 

Pajak menempati posisi utama sebagai sumber penerimaan negara dengan kontribusi 

paling besar terhadap pendapatan nasional. Penerimaan tersebut dimanfaatkan pemerintah 

untuk melaksanakan pembangunan yang ditujukan bagi kepentingan dan kesejahteraan 

rakyat Indonesia secara menyeluruh (Sulistyowati & Nuryati, 2024)  

(Deasy Femayona Devi & Amri, 2025), pajak memiliki peran penting dalam 

pembangunan nasional Indonesia sehingga mendorong pemerintah untuk terus berupaya 

meningkatkan penerimaan melalui penerapan berbagai kebijakan. 

(Natanael & Lie, 2025), pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang 

dimanfaatkan untuk membiayai program pemerintah serta pembangunan nasional. 

Kelancaran pembangunan hanya dapat tercapai apabila pemungutan pajak dilaksanakan 

secara adil, sesuai ketentuan, dan berlandaskan pada hukum perpajakan yang kuat. 

(Faruq et al., 2024), pajak merupakan instrumen penting dalam sistem perekonomian 

suatu negara yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan pemerintah untuk 

mendukung pembiayaan program-program pembangunan dan penyelenggaraan layanan 

publik. 
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 Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki posisi 

yang sangat vital dalam perekonomian dan pembangunan bangsa. Pajak bukan hanya 

sekadar iuran wajib yang dipungut berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, 

tetapi juga merupakan sumber utama penerimaan negara yang berkontribusi paling besar 

terhadap pendapatan nasional. 

 Penerimaan pajak dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan 

publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan 

kesehatan, serta program sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu, pajak juga berperan sebagai instrumen pengatur (regulasi) dalam 

perekonomian, memastikan pembangunan berjalan adil, berkesinambungan, dan sesuai 

dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. 

 Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi sarana pembiayaan negara, tetapi juga 

alat strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta menciptakan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia secara menyeluruh. 

2.1.2 Dasar Hukum 

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam akuntansi perpajakan, antara lain: 

1.  UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,  

erakhir diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2009. Dalam pasal 28, disebutkan bahwa Wajib 

Pajak (Perorangan yang melakukan usaha/pekerjaan bebas dan badan usaha) wajib 

menyelengarakan pembubkuan, yang harus dilakukan sesuai sistem yang lazim dipakai di 

Indonesia, yakni berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia (SAK) kecuali jika regulasi 

perpajakan menyatakan lain. 

 

 2. Standar Akuntansi Keuangan : PSAK 46 

  PSAK 46 (Pernyataan Standar Akuntansi Keungan Nomor 46) adalah standar yang  

  disusun  Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) khususnya untuk mengatur perlakuan terkait  

  Pajak Penghasilan dalam laporan keuangan 

   a. Mengatur pengakuan beban, aset, dan kewajiban perpajakan berdasarkan basis  

    akrual, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan (deferred tax) 

   b. Standar ini memastikan konsistensi, transparansi, dan kesesuaian dengan  
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    ketentuan perpajakan. 

 3. Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Perpajakan 

 Selain dasar hukum formal, terdapat sejumlah prinsip akuntansi perpajakan yang sering  

 dijadikan pegangan praktik, antara lain : 

  a. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, konsisten, kewajaran, kepastian,  

   keberlanjutan, dan transparansi. 

  b. Beberapa sumber tambahan menyebut prinsip seperti pengungkapan penuh,  

   kesatuan entitas dan kehati-hatian dalam pencatatan dan pelaporan perpajakan. 

 

2.1.3 Fungsi Pajak 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Fungsi anggaran atau fungsi budgetair adalah fungsi utama dari pajak sebagai sumber 

pendanaan negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak 

menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana 

kontribusinya umumnya melebihi 70% dari total penerimaan negara. Melalui penerimaan 

dari pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak 

lainnya, negara dapat membiayai berbagai belanja negara, termasuk pembayaran gaji 

pegawai negeri, pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan dan layanan 

kesehatan, serta belanja sosial. Oleh karena itu, keberlangsungan fungsi negara sangat 

bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Tanpa pajak, negara akan bergantung 

pada utang atau sumber eksternal lain yang berisiko menimbulkan ketergantungan fiskal. 

 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Fungsi mengatur atau regulerend menjadikan pajak sebagai instrumen kebijakan negara 

untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pajak tidak hanya bersifat fiskal, 

tetapi juga menjadi alat intervensi pemerintah dalam mengarahkan perilaku wajib pajak 

sesuai dengan tujuan pembangunan. Sebagai contoh, negara dapat mengenakan tarif pajak 

tinggi terhadap barang-barang mewah atau produk yang berdampak negatif bagi kesehatan 

dan lingkungan (seperti rokok dan minuman beralkohol) sebagai bentuk pengendalian 

konsumsi. Sebaliknya, negara dapat memberikan insentif atau pembebasan pajak (tax 

holiday) untuk sektor tertentu seperti UMKM, riset dan pengembangan (R&D), atau 
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investasi di daerah tertinggal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 

pembangunan. 

Dalam praktiknya, fungsi regulerend ini sering dikombinasikan dengan sistem insentif 

dan disinsentif, di mana pajak digunakan sebagai alat motivasi (reward) maupun hukuman 

(punishment) terhadap kegiatan ekonomi tertentu. Oleh karena itu, perancangan sistem 

perpajakan yang adil dan tepat sasaran menjadi sangat penting. Kebijakan perpajakan yang 

tidak hati-hati bisa menimbulkan distorsi pasar atau menciptakan beban berlebih bagi 

kelompok rentan. Maka, fungsi regulerend memerlukan sinergi antara otoritas fiskal, 

pelaku usaha, dan masyarakat untuk berjalan secara efektif. 

 

3. Fungsi stabilitas 

Fungsi stabilitas dari pajak berkaitan erat dengan peran pajak sebagai alat stabilisasi 

ekonomi makro. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk menjaga kestabilan harga (inflasi), 

mengurangi ketimpangan siklus ekonom, serta memastikan kesinambungan fiskal jangka 

panjang. Ketika terjadi inflasi tinggi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak tertentu atau 

menarik subsidi agar daya beli masyarakat menurun dan laju inflasi terkendali. Sebaliknya, 

saat ekonomi mengalami perlambatan atau resesi, pemerintah dapat menurunkan tarif 

pajak atau memberikan insentif fiskal agar konsumsi dan investasi meningkat. Dengan 

demikian, pajak menjadi instrumen automatic stabilizer yang bekerja mengikuti dinamika 

perekonomian. 

 

4. Fungsi redistribusi Pendapatan 

Fungsi redistribusi pendapatan dari pajak berkaitan dengan peran pajak dalam 

mengurangi ketimpangan ekonomi antar lapisan masyarakat. Pajak dirancang untuk 

mengambil sebagian dari penghasilan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan 

mengalokasikannya kembali melalui belanja sosial kepada kelompok berpendapatan 

rendah. Dalam sistem perpajakan modern, hal ini diwujudkan melalui tarif progresif, di 

mana semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pula persentase pajak yang 

dibayarkan. Pajak ini kemudian digunakan untuk mendanai program-program seperti 

bantuan sosial, pendidikan gratis, subsidi kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar 

di daerah tertinggal. Dengan demikian, fungsi redistribusi menciptakan keseimbangan 

sosial dan memperkuat kohesi masyarakat 
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2.1.4 Jenis Pajak 

1. Berdasarkan Wewenang Pemungut 

a. Pajak Pusat 

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang ada di bawah Kementerian Keuangan. 

Contoh :PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), PPnBm (Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah), PBB-P (Pajak Bumi dan Bangunan dan 

Perkotaan) dan bea materai. 

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah sendiri adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah 

daerah , baik provinsi maupun kota. Pajak daerah ini di atur dalam undang-undang 

No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah 

Contohnya : Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Hotel dan 

Restoran, Pajak HIburan, Pajak Reklame, PBB-P2 (PBB Sektor Pedesaan dan 

Perkotaan) 

 

2. Berdasarkan Sifatnya 

a. Pajak Langsung 

adalah pajak yang beban pajakanya tidak bisa dibebankan kepada pihak lain. 

Contohnya : PPh (Pajak Penghasilan Pasal 22) dan PBB (Pajak Bumi dan 

Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan). 

b. Pajak Tidak Langsung 

adalah pajak yang beban pajaknya bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak 

lainnya. Pada umumnya pajak ini dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. 

Contohnya : PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) dan Bea Materai. 
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2.2 PPH PASAL 22 

2.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 

Perhitungan PPh Pasal 22 dilakukan dengan mengalikan tarif yang berlaku dengan dasar 

pengenaan pajak (DPP). Nilai DPP ditentukan berdasarkan jenis transaksinya. Berikut 

beberapa contoh dasar pengenaan pajak : 

a. Untuk Transaksi impor, DPP berupa nilai impor yang terdiri dari cost, insurance 

dan Freight ditambah dengan Bea masuk dan Cukai jika ada. 

b. Untuk transaksi penjualan oleh produsen, DPP mengacu pada Dasar Pengenaan 

Pajak PPN (harga sebelum PPN) 

c. Untuk pembelian oleh bendahara pemerintah, DPP dihitung berdasarkan nilai 

pembelian sebelum PPN. 

  Rumus perhitungan: 

  PPh Pasal 22= Tarif × DPP   

  Tarif PPh Pasal 22 (sesuai PMK No. 34/PMK.010/2017) antara lain: 

1. Rekanan ber-NPWP : 1,5% × harga pembelian (tidak termasuk PPN) 

2. Rekanan tidak ber-NPWP : 3% × harga pembelian (tidak termasuk PPN) 

Contoh perhitungan: 

 Harga barang (tidak termasuk PPN) = Rp 100.000.000 

 Rekanan memiliki NPWP 

 PPh Pasal 22 = 1,5% × Rp 100.000.000 = Rp 1.500.000 

Dengan demikian, besaran PPh Pasal 22 tergantung pada tarif yang berlaku dan status 

kepemilikan NPWP dari pihak rekanan. 

 2.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 

Setelah dipungut, PPh Pasal 22 wajib disetorkan ke kas negara. Penyetoran dilakukan secara 

elektronik menggunakan e-Billing yang disediakan Direktorat Jendral Pajak. Batas waktu 

penyetoran adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya 

transaksi pemungutan. Adapun koden akun dan jenis setoran yang digunakan : 

a. Kode akun pajak :411122 
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b. Kode jenis setoran : 100 untuk penyetoran sendiri, 300 untuk pemungutan oleh bendahara 

pemerintah, 310 untuk pemungutan oleh badan selain bendahara.Penyetoran dapat dilakukan 

melalui bank persepsi, ATM, atau layanan pembayaran online yang bekerja sama dengan DJP. 

Bukti sektor yang dihasilkan disebut dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan wajib 

disimpan sebagai bukti pembayaran resmi. 

2.2.3 Pelaporan PPh Pasal 22 

Setiap pemungut PPh Pasal 22 wajib melaporkan pemungutan yang telah dilakukan melalui 

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22. Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui 

e-Filing di laman resmi Direktorat Jendral Pajak atau menggunakan aplikasi e-SPT. Batas 

waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan 

dilakukannya pemungutan. 

Dokumen yang perlu disertakan dalam pelaporan antar lain : 

1. Bukti pemungutan (Bukti Potong)) 

2. Bukti setor (BPN atau SSP elektronik) 

3. Rekapitulasi atau daftar rincian transaksi yang dikenai pajak. 

 

 

2.3 KEPATUHAN PERPAJAKAN 

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan 

Kepatuhan perpajakan merupakan konsep yang menggambarkan sejauh mana sesorang 

wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup tindakan melaporkan 

penghasilan secara benar, menghitung jumlah pajak yang terutang secara tepat, serta melakukan 

penyetoran dan pelaporan tepat waktu. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting di berbagai negara, baik maju maupun 

berkembang. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat memicu terjadinya praktik penghindaran, 

pengelakan, penyelundupan, maupun kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

(Posumah, 2022) 

 

2.3.2 Dasar Hukum Kepatuhan Perpajakan 

Dasar hukum mengenai kewajiban dan kepatuhan perpajakan diatur dalam berbagai regulasi 

nasional, antara lain : 
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4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP), yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang- 

undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 

6. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 

 

2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan 

Banyak penelitian menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, antar lain : 

7. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan 

Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, maka semakin 

besar kemungkinan mereka akan patuh. 

8. Kesadaran wajib pajak 

Merupakan faktor internal yang mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya 

tanpa paksaan dari luar 

9. Sanksi dan penegakan hukum 

Kejelasan sanksi administrative maupun pidana atas ketidakpatuhan dapat mendorong 

perilaku patuh. 

10. Pelayanan dari otoritas pajak 

Kualitas pelayanan, kemudahan akses system, dan transparansi prosedur perpajakan 

berkontribusi terhadapa keatuhan wajib pajak 

11. Motivasi ekonomi dan moral 

Keputusan membayar pajak juga dipengaruhi oleh persepsi manfaat pajak dan 

kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik. 
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2.4 PENELITIAN TERDAHULU 

 

 

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu 
 

No Nama & 
Tahun 

Penelitian 

Judul Metode 

penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan  Perbedaan 

1. Chikita 

Thasya 

Lintang, 

Harijo 

sabijono & 

Sintje 

rondonuwu 

(2024) 

Analisis 

perhitungan, 

penyetoran dan 

pelaporan 

pajak 

penghasilan 

pasal 22 atas 

pengadaan 

barang pada 

balai pengujian 

dan penerapan 

mutu hasil 

perikanan 

Bitung 

Kualitatif Secara umum 
sesuai PMK 

34/2017 & 
59/2022 pada 

tahap 
perhitungan; 

terdapat 
keterlambatan 

penyetoran/pela
poran pada 

beberapa masa 
karena kendala 
e-Billing/DJP 

Online dan 
kelengkapan 

dokumen 
rekanan; 

perbaikan SOP 
internal 

direkomendasik
an. 

Sama-sama 
membahas 

PPh Pasal 22 
atas 

pengadaan 
barang oleh 

instansi 
pemerintah; 

menggunaka
n metode 

kualitatif; 
fokus pada 
perhitungan, 

penyetoran, 
dan 

pelaporan 
pajak. 

Objek penelitian 
mereka adalah 

Balai Pengujian 
dan Penerapan 

Mutu Hasil 
Perikanan 

Bitung, 
sedangkan 

penelitian ini 
pada BKAD 

Kota Bitung. 
Penelitian ini 
menambahkan 

analisis tingkat 
kepatuhan 

dibandingkan 
regulasi yang 

berlaku. 

2. Suan (2023) Analisis 
Penerapan PPh 

pasal 21 

dan PPh Pasal 

22 pada Dinas 

Kualitatif Penerapan PPh 
22 cukup patuh 

pada transaksi 
rutin; ada 

kesalahan 
klasifikasi 
objek (PPH 21 

dan 22) pada 
beberapa kasus; 

perlunya 
pelatihan 

bendahara & 
check-list jenis 

pajak tiap 
transaksi. 

Sama-sama 
meneliti 

penerapan 
PPh Pasal 22 

di instansi 
pemerintah; 
menggunaka

n metode 
kualitatif. 

 Penelitian      

mereka juga 

membahas PPh 

Pasal 21, sedangkan 

penelitian ini hanya 

fokus pada PPh 

Pasal 22. Penelitian 

ini menekankan 

pada mekanisme 

belanja barang di 

pemerintah daerah. 

3 Winata 
Tinangon & 

Afandi (2022) 

Analisis 
Perhitumgan, 

Penyetoran dan 
Pelaporan PPh 

Pasal 22 atas 
pengadaan 
barang pada 

Kualitatif Perhitungan 
tarif (1,5%/3%) 

sudah benar 
pada mayoritas 

paket; 
keterlambatan 
pelaporan 

Sama-sama 
menganalisis 

perhitungan, 
penyetoran, 

dan 
pelaporan 
PPh Pasal 

Objek mereka 
adalah Dinas 

Pekerjaan Umum 
dan Penataan 

Ruang Provinsi 
Sulut, sedangkan 
penelitian ini 
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dinas pekerjaan 

umum dan 
penataan ruang 

Provinsi 
Sulawesi Utara 

terjadi saat 

puncak 
pelaksanaan 

proyek; 
rekomendasi: 

jadwal cut-off & 
penguatan 

koordinasi 
PPK–

bendahara. 

22; metode 

kualitatif. 

pada BKAD 

Kota Bitung. 
Penelitian ini 

mencakup 
periode 2022–

2024, sedangkan 
penelitian mereka 

tidak 
menyebutkan 

periode 3 tahun 
berturut-turut. 

4 Samsudin, 
Elim, & 
Mintalagi 

(2021) 

Evaluasi 
Penerapan PPh 
Pasal 22 atas 

Pembelian 
Barang pada 

Dinas 
Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

Provinsi 
Sulawesi Utara 

Kualitatif Kepatuhan 
belum 
konsisten: 

beberapa paket 
belanja terlewat 

pungut karena 
dokumen tidak 

lengkap/NPWP 
rekanan 

bermasalah; 
pengendalian 

intern 
(verifikasi 

dokumen & 
daftar periksa) 
direkomendasik

an. 

Sama-sama 
meneliti 
penerapan 

PPh Pasal 22 
pada instansi 

pemerintah 
dengan 

metode 
kualitatif 

Penelitian 
mereka 
Perdagangan 

Provinsi Sulut. 
Penelitian ini 

menambahkan 
berfokus pada 

evaluasi 
penerapan di 

Dinas 
Perindustrian dan 

pembahasan 
kendala seperti 

gangguan sistem 
dan koordinasi 
internal. 

5 Pailaha, 

Karamoy & 
Lambey  

Analisis 

Perhitungan dan 
Pelaporan PPh 

Pasal 22 atas 
Pengadaan 

Barang pada 
Dinas 

Pendidikan 
Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara 
berdasarkan 
PMK 59/2022 

Kualitatif Implementasi 

berbasis PMK 
59/2022 sudah 

berjalan, 
terutama 

pelaporan; 
ditemukan error 

sistem & e-
Billing 

kadaluwarsa 
yang memicu 
keterlambatan; 

solusi: cut-off 
dokumen, 

reminder 
otomatis, dan 

validasi 
KAP/KJS. 

Sama-sama 

menganalisis 

PPh Pasal 22; 

menggunakan 

metode 

kualitatif; 

fokus pada 

perhitungan 

dan 

pelaporan. 

Objek mereka 

adalah Dinas 
Pendidikan 

Daerah Provinsi 
Sulut sesuai 

PMK 59/2022, 
sedangkan 

penelitian ini di 
BKAD Kota 

Bitung mengacu 
pada PMK 
34/2017 dan 

59/2022, serta 
membahas tiga 

aspek: 
perhitungan, 

penyetoran, dan 
pelaporan. 
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Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini 

memiliki beberapa keunggulan. Pertama, penelitian ini memiliki fokus objek yang lebih 

spesifik dan strategis, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Sebagai 

instansi yang memegang peran sentral dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, BKAD 

memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan 

pajak berjalan sesuai ketentuan. Pemilihan objek penelitian yang strategis ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang lebih mendalam dan relevan terkait pelaksanaan PPh Pasal 22 di 

lingkungan pemerintah daerah. Kedua, penelitian ini tidak hanya menilai aspek formal seperti 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22, tetapi juga menganalisis tingkat 

kepatuhan pelaksanaannya. Analisis kepatuhan ini dilakukan dengan membandingkan praktik 

di lapangan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya memberikan 

penilaian yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor 

penghambat kepatuhan, termasuk keterlambatan yang disebabkan oleh error sistem serta 

kurangnya koordinasi antarbagian, yang jarang dibahas secara mendalam pada penelitian 

sebelumnya.
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2.5 KERANGKA BERPIKIR 

 

 

Gambar. 2 1 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 

  Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisa 

kepatuhan perpajakan dalam lingkup pemerintah kota Bitung. Analisis deskriptif kualitatif 

adalah pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami 

fenomena sosial, perilaku, atau kejadian tertentu secara mendalam, apa adanya, dan dalam 

konteks aslinya, tanpa menggunakan angka atau statistik. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
  

 Penelitian ini akan dilakukan di Badan keuangan dan aset daerah kota Bitung yang 

berlokasi di Jl Sam Ratulangi No. 45 Bitung Bar. Satu, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi 

Utara. Penelitian ini di mulai dari bulan febuari sampai selesai. 

 

3.3 Sumber Data 
 

 Dalam suatu penelitian, keberadaan sumber data menjadi aspek penting karena menetukan kualitas 

dan keakuratan hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, 

yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui interaksi 

atau observasi lapangan. 

 a. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada bagian akuntansi di 

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung untuk mendapatkan data dan 

informasi terkait pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Fokus observasi diarahkan 

pada proses administrasi, pencatatan, dan pelaporan yang menjadi bagian dari tugas dan 

tanggung jawab bagian akuntansi. Kegiatan observasi meliputi penelaahan dokumen 

perhitungan pajak yang diterima dari bagian pengadaan atau pejabat pembuat komitmen 

(PPK), seperti kontrak, faktur pembelian, dan dokumen pendukung lainnya. Peneliti 

mengamati bagaimana dokumen-dokumen tersebut diproses menjadi dasar pencatatan dan 

perhitungan PPh Pasal 22. 
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Selanjutnya, observasi dilakukan terhadap proses administrasi penyetoran pajak, 

meliputi pencatatan data transaksi ke dalam sistem, pembuatan Kode Billing, serta 

pengarsipan bukti setor. Peneliti juga memperhatikan kendala yang timbul, seperti gangguan 

sistem atau keterlambatan penerimaan dokumen dari bagian terkait. Selain itu, peneliti 

mengamati proses pelaporan yang dilakukan bagian akuntansi, khususnya penyusunan dan 

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 melalui DJP Online. Observasi 

juga mencakup tata cara pengarsipan dokumen pelaporan dan prosedur pengecekan 

kesesuaian data antara dokumen sumber dengan data yang dilaporkan. 

b. Wawancara 

 Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait 

pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Badan Keuangan dan Aset Daerah 

(BKAD) Kota Bitung. Metode ini dipilih untuk mendapatkan data yang tidak dapat 

diperoleh hanya melalui observasi dokumen atau catatan administrasi.  

Responden wawancara dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala Bidang (Kabid) Bagian Akuntansi – sebagai pejabat struktural yang memahami 

kebijakan, prosedur, dan alur kerja bagian akuntansi, termasuk pencatatan, penyetoran, 

dan pelaporan PPh Pasal 22. 

2. Staf Analisis Keuangan Pusat dan Daerah – sebagai pelaksana teknis yang menangani 

analisis keuangan dan memahami secara langsung proses pengelolaan PPh Pasal 22, 

termasuk perhitungan, pembuatan Kode Billing, serta kendala yang dihadapi. 

3. Staf Bendahara Pengeluaran – untuk memberikan informasi terkait alur penerimaan 

dokumen, pencatatan transaksi belanja barang, serta proses penyerahan data ke bagian 

akuntansi untuk perhitungan PPh Pasal 22. 

4. Staf Pengadaan Barang/Jasa – untuk menjelaskan proses awal pengadaan, jenis barang 

yang menjadi objek PPh Pasal 22, serta dokumen pendukung yang diperlukan untuk 

perhitungan pajak. 

Materi wawancara meliputi: 

 Prosedur perhitungan PPh Pasal 22 dari dokumen sumber hingga pencatatan. 

 Mekanisme administrasi penyetoran dan pelaporan pajak. 

 Kendala teknis maupun administratif yang sering dihadapi, seperti gangguan sistem atau 

keterlambatan penerimaan dokumen. 

 Upaya yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan 

yang berlaku. 

 Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya, dengan tetap memberikan ruang untuk pengembangan pertanyaan 

sesuai situasi dan jawaban responden. Hasil wawancara digunakan untuk melengkapi data 

dari observasi dan dokumentasi, sehingga analisis dapat memberikan gambaran yang utuh 

mengenai tingkat kepatuhan PPh Pasal 22 di BKAD Kota Bitung. 
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c. Dokumentasi 

  Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Badan Keuangan dan Aset Daerah 

(BKAD) Kota Bitung. Data yang diperoleh melalui metode ini berasal dari dua jenis sumber, 

yaitu data primer dan data sekunder. 

 1. Data Primer  

   Data Primer diperoleh langsung dari bagian akuntansi BKAD Kota Bitung yang 

 mencakup : 

  a. Dokumen pelaporan pajak, seperti iSurat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 

  b. Laporan Realisasi Anggaran tahun  

 

  2.  Data Sekunder  

   Data Sekunder diperoleh dari sumber pendukung yang relevan, seperti  : 

   a. Buku dan jurnal penelitian terdahulu yang membahas topik kepatuhan PPh Pasal 22 

   b. Peraturan Pajak yang berlaku, antara lain  PMK Nomor 34/PMK.010/2017 

 
 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, yaitu metode yang 

digunakan untuk menggambarkan data secara sistematis, lalu membandingkannya dengan 

ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup 

pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Badan KEuangan dan Aset Daerah Kota BItung, 

khususnya terkait dengan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 22 selama tahun anggaran 2022 hingga 2024. 

Langkah pertama dilakukan dengan mendeskripsikan seluruh aktivitas perpajakan yang 

dilakukan oleh BKAD, termasuk pengadaaan barang dan jasa yang menjadi objek PPh 22, 

daftar rekanan, nilai kontrak, serta nominal pajak yang dihitung dan dipungut. Penyajian data 

tersebut ditampilkan dalam bentuk table pada Bab IV sebagai dasar analisis. 

Selanjutnya, data yang telah dijelaskan akan dibandingkan dengan ketentuan perundang- 

undangan, antara lain, undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor34/PMK.1 

0/2017 tentang tata cara pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah 

serta peraturan teknis lainnya yang relevan. 
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Tujuan dari proses ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan BKAD Kota 

BItung dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mengidentifikasi apakah 

pelaksanaanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau masih terdapat kekurangan 

yang perlu diperbaiki. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung merupakan salah satu 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola seluruh aspek keuangan serta 

aset milik pemerintah daerah. Sebelum terbentuk secara mandiri, fungsi pengelolaan 

keuangan dan aset di Kota Bitung awalnya dijalankan secara terpisah oleh berbagai bagian 

di lingkungan Sekretariat Daerah, seperti Badan Keuangan dan Bagian Perlengkapan. 

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah dan Peraturan turunannya, terjadi restrukturisasi organisasi pemerintah daerah, 

termasuk di Kota Bitung. Untuk menjawab tantangan tata kelola keuangan yang lebih 

transparan, professional, dan terintegrasi, Pemerintah Kota Bitung membentuk lembaga 

khusus bernama BKAD melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Pembentukan ini 

bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan anggaran, kas daerah, pembukuan, 

pelaporan, serta pengelolaan aset dalam satu sistem yang lebih efisien dan terkoordinasi. 

Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung, dalam melaksanakan 

tuagsnya, juga memiliki fungsi penting antara lain : perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyusunan rencana dan program anggaran daerah, 

pelaksanaan pengelolaan kas daerah, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, 

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pengelolaan barang milik daerah, 

pelaksanaan evaluasi dan pengawasan internal, pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh 

pemerintah daerah, dan koordinasi dengan instansi yang terkait. 

 

 

4.1.2 Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung 

 Visi : “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional dan 

 berkualitas  

 Misi : Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah, mendorong pertumbuhan 

 pendapatan, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah, meningkatkan mutu pelayanan 

 dalam pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan daerah, memperbaiki manajemen 

 aset daerah melalui pencatatan dan pemeliharaan yang lebih baik, dan memperkuat 

 koordinasi, integrasi program, serta konsolidasi kegiatan antar-unit daerah. 
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4.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah 

  1. Kepala  Badan 

  Tugas : 

 bertanggung jawab dalam memimpin dan mengarahkan semua kegiatan 

 yang berkaitan dengan keuangan serta pengelolaan aset milik pemerintan 

 daerah. Fungsi : 

 Mengarahkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, 

 menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban kepada kepala daerah. 

 2. Sekretariat Tugas : 

  Menyelenggarakan pelayanan administrative internal. 

 Fungsi : 

 Pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan BKAD 

 3. Bidang Anggaran 

 Tugas : 

 Mengelola proses penyusunan dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja  

 daerah (APBD) 

 Fungsi : 

 Penyusunan RKPD dan RKA-SKPD, Evaluasi pelaksanaan anggaran,dan 

 koordinasi dengan perangkat daerah terkait anggaran. 

 4. Bidang Perbendaharaan 

 Tugas : 

 Mengelola kas daerah dan pelaksanaan belanja daerah 

 Fungsi : 

Pengelolaan kas dan rekening daerah, penatausahaan dan pelaporan rekapitulasi 

belanja dan verifikasi dan pembayaran tagihan. 

 5. Bidang Akuntansi  

 Tugas : 

 Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah 

 Fungsi : 

 Penyusunan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, konsolidasi 

 laporan keuangan SKPD dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah. 

 6. Bidang Aset Daerah 
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 Tugas : 

 Mengelola barang milik daerah  

 Fungsi : 

 Inventaris, pemanfaatan, penghapusan aset daerah, sertifikasi dan pengamanan 

 aset tetap dan penyusunan laporan aset. 

 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Gambar 4 1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Sumber : Badan Keungan dan Aset Daerah Kota Bitung 
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4.2 HASIL PENELITIAN 

4.2.2 Tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi Badan Keungan dan Aset Daerah 

Kota Bitung 

 

Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung memiliki peran yang 

penting dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Berikut penjelasan 

rinci tentang tugas pokok dan fungsinya : 

A. Bidang Akuntasi mempunyai tugas pokok yaitu : 

1. Perencanaan program dan kegiatan operasional bidang akuntansi 

2. Pengkoordinasian skpd untuk pencatatan dan konsolidasi data keuangan. 

3. Pengendalian dan evaluasi, termasuk verifikasi bukti transasksi 

4. Pembinaan teknis akuntansi kepada seluruh entitas pengelolaan keuangan daerah. 

5. Penyusunan tanggapan atau evaluasi hasil audit, serta penyusunan analisis 

pertanggungjawaban 

6. APBD 

7. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi daerah 

8. Melaksanakan konsolidasi dan pengawasan laporan keuangan antar perangkat daerah. 

 

 

B. Sub bidang, Analisis Keuangan Pusat dan Daerah 

Jabatan fungsional ini bertanggung jawab melakukan analisis keuangan daerah dengan 

cakupan yang luas. Sub bidang ini mempunya tugas pokok yaitu : 

1. Identifikasi dan inventaris data keuangan daerah seperti PAD, belanja, pembiayaan, 

dana perimbangan, laporan keuangan, rancangan APBD/APBD-P, dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan 

2. Pengolahan dan analisis data keuangan 

3. Pembuatan rekomendasi kebijakan berbasis hasil analisis 

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keuangan daerah seperti PAD, belanja, transfer, 

dan pembiayaan 

5. Identifikasi kebutuhan dan analisis sistem informasi keuangan daerah, serta 

rekomendasi pengembangannya 

6. Penyusunan laporan teknis, makalah, buku pegangan, serta sosialisasi/bimbingan ke 

stakeholder pusat dan daerah. 
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4.2.2 Mekanisme Pemungutan PPh 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung 

 

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung berfungsi sebagai bendahara 

umum daerah yang memiliki kewenangan untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 

atas belanja barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Proses pemungutan ini 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

34/PMK.03/2017 tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh 

bendahara pemerintah terhadap pembayaran barang dan/atau jasa. 

 

Secara operasional, tahapan pemungutan PPh Pasal 22 dimulai dari identifikasi 

pengeluaran belanja yang termasuk objek pajak. Selanjutnya, BKAD menghitung besaran 

pajak menggunakan tarif 1,5% dari jumlah pembayaran (tidak termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai/PPN). Dalam hal penyedia barang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

tarif yang dikenakan meningkat menjadi 3%. Proses pemungutan dilakukan pada saat 

penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang secara otomatis memotong nilai PPh 

22 sebelum pembayaran kepada pihak ketiga. 

 

Tabel 4. 1 Daftar Rekanan BKAD Kota Bitung Tahun 2022-2024 
 

Nomor Nama Rekanan NPWP 

1. CV Sinar Bitung 01.234.567.8-901.000 

2 PT Abadi Makmur 00.345.678.9-012.000 

3 CV Mitra Solusi 03.456.789.0-123.000 

4 PT Surya Mandiri 10.567.890.1-234.000 

5 PT Agung Pratama 30.123.456.7-890.000 

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung 

Tabel Diatas merupakan daftar rekanan yang menjalin kontrak resmi dengan Badan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Bitung yang berkaitan dengan pengadaan barang selama tahun 2022, 2023, dan 

2024. Dalam kontrak kerja sama ini, rekanan dikenakan pajak berupa PPh 22 dengan besaran Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 22 yaitu 1,5%. Karena setiap rekanan baik itu badan maupun orang pribadi 

yang menjalin kerja sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung telah memiliki NPWP. 
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4.2.3 Mekanisme perhitungan PPh 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bitung 

Berikut adalah daftar tabel pengadaan barang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung 

tahun 2022 sampai tahun 2024 : 

Tabel 4. 2 Daftar Pengadaan Barangg oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022 
 

Tanggal 

Transaksi 

Nama Barang 
Nilai Kontrak Keterangan 

2022-01-16 Pengadaan ATK 
Rp 
15.453.826.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-01-26 
Pengadaan Laptop & 

Printer 

Rp 

17.070.033.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-01-30 Pengadaan Meja & Kursi 
Rp 
18.843.217.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-02-10 Bahan Kegiatan 
Rp 

18.689.142.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-02-20 Peralatan AC & Instalasi 
Rp 

16.774.500.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-03-14 Komputer Kantor 
Rp 

17.241.104.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-11-25 Rak & Lemari 
Rp 
19.274.993.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-07-17 Peralatan Presentasi 
Rp 

18.195.294.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-04-08 Barang Bantuan Sosial 
Rp 
16.557.309.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-03-27 Suku Cadang Kendaraan 
Rp 

18.314.105.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-12-23 Alat Proyektor 
Rp 
18.837.507.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-11-09 Scanner & Monitor 
Rp 

18.675.632.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-06-17 Alat Kebersihan 
Rp 
20.612.579.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-08-12 Peralatan Keamanan 
Rp 

18.518.937.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-08-29 Genset Portable 
Rp 
18.708.548.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-11-04 Bahan Publikasi 
Rp 

18.244.048.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-02-06 Sound System 
Rp 
20.257.334.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-03-26 
Kamera & Video 

Recorder 

Rp 

23.463.862.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-10-03 Meja Rapat 
Rp 
21.059.309.000,00 Belum termasuk PPN 

2022-08-25 Smart TV & Display 
Rp 

28.133.844.000,00 Belum termasuk PPN 
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Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung 

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas menunjukan bahwa nominal 

kontrak yang tercatat masih dalam bentuk nilai dsar, sehingga belum termasuk perhitungan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
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Tabel 4. 3 Besaran PPh 22 yang Dipungut atas Pengadaan Barang Oleh BKAD Kota Bitung 

tahun anggaran 2022 
 

Tangga

l 

Transak

si 

Objek PPh Pasal 22 
Dasar Pengenaan 

Pajak 

Tarif 

PPh 
Jumlah PPh 

 

02-16 

 

Pengadaan ATK 

Rp 15.453.826.000,0 
0 1,50 

% 

 

Rp 231.807.390,00 

 

02-26 

Pengadaan Laptop & 

Printer 

Rp 17.070.033.000,0 
0 1,50 

% 

 

Rp 256.050.495,00 

 

11-30 

Pengadaan Meja & 

Kursi 

Rp 18.843.217.000,0 
0 1,50 

% 

 

Rp 282.648.255,00 

 

03-10 

 

Bahan Kegiatan 

Rp 18.689.142.000,0 
0 

 
1,50 
% 

 

Rp 280.337.130,00 

 

11-20 

Peralatan AC

 & 

Instalasi 

Rp 16.774.500.000,0 
0 1,50 

% 

 

Rp 251.617.500,00 

 

02-14 

 

Komputer Kantor 

Rp 17.241.104.000,0 
0 1,50 

% 

 

Rp 258.616.560,00 

 

11-25 

 

Rak & Lemari 

Rp 19.274.993.000,0 
0 1,50 

% 
 

Rp 289.124.895,00 

 

07-17 
 

Peralatan Presentasi 

Rp 18.195.294.000,0 
0 

 

1,50 
% 

 

Rp 272.929.410,00 

 

04-08 

Barang

 Bantua

n Sosial 

Rp 16.557.309.000,0 
0 

 
1,50 
% 

 

Rp 248.359.635,00 
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Tanggal 

Transaksi 
Objek PPh Pasal 22 

Dasar Pengenaan 

Pajak 

Tarif 

PPh 
Jumlah PPh 

 

03-27 

Suku Cadang 

Kendaraan 

Rp 

18.314.105.000,0 
0 

1,50 
% 

 

Rp 274.711.575,00 

 

12-23 

 

Alat Proyektor 

Rp 

18.837.507.000,0 
0 

1,50 
% 

 

Rp 282.562.605,00 

 

11-09 

 

Scanner & Monitor 

Rp 

18.675.632.000,0 
0 

1,50 
% 

 

Rp 280.134.480,00 

 

06-17 

 

Alat Kebersihan 

Rp 

20.612.579.000,0 
0 

1,50 
% 

 

Rp 309.188.685,00 

08-12 Peralatan Keamanan 
Rp 

18.518.937.000,00 1,50% Rp 277.784.055,00 

08-29 Genset Portable 
Rp 

18.708.548.000,00 1,50% Rp 280.628.220,00 

11-04 Bahan Publikasi 
Rp 

18.244.048.000,00 1,50% Rp 273.660.720,00 

02-06 Sound System 
Rp 

20.257.334.000,00 1,50% Rp 303.860.010,00 

03-26 

 

Kamera & Video 

Recorder 

Rp 

23.463.862.000,00 1,50% Rp 351.957.930,00 

10-03 Meja Rapat 
Rp 

21.059.309.000,00 1,50% Rp 315.889.635,00 

08-25 Smart TV & 

Display 

Rp 

28.133.844.000,00 1,50% Rp 422.007.660,00 

 

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daearah Kota Bitung
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Tabel 4. 4 Daftar Pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2023 
 

Tanggal Nama Barang Nilai Kontrak Keterangan 

02 Januari Pengadaan ATK Rp 18.170.546.000,00 Belum termasuk PPN 

  04 Januari Pengadaan Laptop & Printer Rp 16.430.349.000,00 Belum termasuk PPN 

20 Mei Pengadaan Meja & Kursi Rp 20.188.899.000,00 Belum termasuk PPN 

26 September Bahan Kegiatan Rp 16.811.732.000,00 Belum termasuk PPN 

  29 November  Peralatan AC & Instalasi Rp 17.291.367.000,00 Belum termasuk PPN 

31 Oktober  Komputer Kantor Rp 17.614.718.000,00 Belum termasuk PPN 

12 Desember Rak & Lemari Rp 20.533.230.000,00 Belum termasuk PPN 

30 November Peralatan Presentasi Rp 21.081.297.000,00 Belum termasuk PPN 

05 Oktober Barang Bantuan Sosial Rp 17.083.932.000,00 Belum termasuk PPN 

22 November Suku Cadang Kendaraan Rp 19.521.988.000,00 Belum termasuk PPN 

02 Febuari Alat Proyektor Rp 19.664.199.000,00 Belum termasuk PPN 

27 Januari Scanner & Monitor Rp 20.465.962.000,00 Belum termasuk PPN 

27 April Alat Kebersihan Rp 17.853.151.000,00 Belum termasuk PPN 

11 November Peralatan Keamanan Rp 20.123.634.000,00 Belum termasuk PPN 

04 Febuari Genset Portable Rp 19.339.771.000,00 Belum termasuk PPN 

24 Oktober Bahan Publikasi Rp 23.385.969.000,00 Belum termasuk PPN 

13 November Sound System Rp 21.177.107.000,00 Belum termasuk PPN 

16 Febuari Kamera & Video Recorder Rp 24.484.514.000,00 Belum termasuk PPN 

15 September Meja Rapat Rp 22.703.963.000,00 Belum termasuk PPN 

09 Febuari Smart TV & Display Rp 24.629.784.000,00 Belum termasuk PPN 

 
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung 

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas menunjukan bahwa nominal kontrak yang 

tercatat masih dalam bentuk nilai dsar, sehingga belum termasuk perhitungan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) 

 

Tabel 4. 5 Besaran PPh 22 yang Dipungut atas Pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung 

tahun anggaran 2023 
 

Tanggal 

Transaksi 
Objek PPh Pasal 22 

Dasar Pengenaan 

Pajak 

Tarif 

PPh 
Jumlah PPh 

02 Januari Pengadaan ATK Rp18.170.546.000 1,50% Rp272.558.190,00 

04 Januari 
Pengadaan laptop & 

printer 
Rp16.430.349.000 1,50% Rp246.455.235,00 

20 Mei Pengadaan Meja & kursi Rp20.188.899.000 1,50% Rp302.833.485,00 

26 September Bahan kegiatan Rp16.811.732.000 1,50% Rp252.175.980,00 
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Tanggal 

Transaksi 
Objek PPh Pasal 22 

Dasar Pengenaan 

Pajak 

Tarif 

PPh 
Jumlah PPh 

29 November Peralatan AC & 

Instalasi 

Rp17.291.367.000 1,50% Rp259.370.505,00 

31 Oktober Komputer kantor Rp17.614.718.000 1,50% Rp264.220.770,00 

12 Desember Rak & lemari Rp20.533.230.000 1,50% Rp307.998.450,00 

30 November Peralatan Presentasi Rp21.081.297.000 1,50% Rp316.219.455,00 

05 Oktober Barang Bantuan sosial Rp17.083.932.000 1,50% Rp256.258.980,00 

22 November Suku cadang 

kendaraan 

Rp19.521.988.000 1,50% Rp292.829.820,00 

02 Febuari Alat proyeksi Rp19.664.199.000 1,50% Rp294.962.985,00 

27 Januari Scanner & Monitor Rp20.465.962.000 1,50% Rp306.989.430,00 

27 April Alat kebersihan Rp17.853.151.000 1,50% Rp267.797.265,00 

11 September Peralatan keamanan Rp20.123.634.000 1,50% Rp301.854.510,00 

04 Febuari Genset portable Rp19.339.771.000 1,50% Rp290.096.565,00 

24 Oktober Bahan publikasi Rp23.385.969.000 1,50% Rp350.789.535,00 

13 November Sound system Rp21.177.107.000 1,50% Rp317.656.605,00 

16 Febuari 
Kamera &

 video 

recorder 

Rp24.484.514.000 1,50% Rp367.267.710,00 

15 September Meja rapat Rp22.703.963.000 1,50% Rp340.559.445,00 

09 Febuari Smart Tv & display Rp24.629.784.000 1,50% Rp369.446.760,00 

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung 

 
 

Berdasarkan data pada tabel di atas, di ketahui bahwa sepanjang tahun 2023, Badan keuangan 

dan Aset Daerah Kota Bitung telah melakukakn sebanyak 20 kali transaksi, yang mencakup 

pembelian barang habis pakai seperti alat tulis kantor (ATK), pengadaan barang modal berupa 

peralatan elektronik serta pelaksanaan berbagai kegiatan lainnya. 
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Tabel 4. 6 Daftar Pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2024 
 

 Tanggal Nama Barang Nilai Kontrak Keterangan 

16 Maret  Pengadaan ATK 
Rp 

10.565.185.000,00 
Belum termasuk 
PPN 

25 Agustus 
Pengadaan Laptop & 

Printer 

Rp 

11.079.878.000,00 

Belum termasuk 

PPN 

05 Oktober  Pengadaan Meja & Kursi 
Rp 

10.824.093.000,00 

Belum termasuk 

PPN 

23 April Bahan Kegiatan 
Rp 

11.414.619.000,00 

Belum termasuk 

PPN 

04 Juli Peralatan AC & Instalasi 
Rp 

12.316.054.000,00 
Belum termasuk 
PPN 

29 Januari Komputer Kantor 
Rp 

11.708.001.000,00 

Belum termasuk 

PPN 

29 Juni Rak & Lemari 
Rp 

12.516.053.000,00 
Belum termasuk 
PPN 

20 Maret  Peralatan Presentasi 
Rp 

11.943.670.000,00 

Belum termasuk 

PPN 

22 September Barang Bantuan Sosial 
Rp 

10.655.294.000,00 
Belum termasuk 
PPN 

20 Febuari Suku Cadang Kendaraan 
Rp 

11.823.550.000,00 

Belum termasuk 

PPN 

03 Agustus Alat Proyektor 
Rp 

12.616.550.000,00 
Belum termasuk 
PPN 

17 Oktober Scanner & Monitor 
Rp 

13.109.631.000,00 

Belum termasuk 

PPN 

21 Agustus Alat Kebersihan 
Rp 

11.673.923.000,00 
Belum termasuk 
PPN 

12 Maret Peralatan Keamanan 
Rp 

11.281.057.000,00 

Belum termasuk 

PPN 

  10 Desember Genset Portable 
Rp 

12.131.683.000,00 
Belum termasuk 
PPN 

05 Desember Bahan Publikasi 
Rp 

12.790.418.000,00 

Belum termasuk 

PPN 

27 Oktober Sound System 
Rp 

12.959.763.000,00 
Belum termasuk 
PPN 

25 Oktober  
Kamera & Video 

Recorder 

Rp 

15.096.169.000,00 

Belum termasuk 

PPN 

02 April Meja Rapat 
Rp 

14.159.321.000,00 
Belum termasuk 
PPN 

26 November Smart TV & Display 
Rp 

15.338.881.000,00 

Belum termasuk 

PPN 

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung
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Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas menunjukan bahwa nominal kontrak yang 

tercatat masih dalam bentuk nilai dsar, sehingga belum termasuk perhitungan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) 
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Tabel 4. 7 Besaran PPh 22 yang Dipungut atas Pengadaan Barang oleh BKAD Kota Bitung 

tahun anggaran 2024 
 

Tang

gal 

Trans

aksi 

Objek PPh Pasal 22 Dasar Pengenaan Pajak 

Tarif 
P

P

h 

22 

Jumlah PPh 22 

16 Maret  Pengadaan ATK 
Rp 10.565.185.000,00 

1,50% 
Rp 

158.477.775,00 

25 Agustus Pengadaan Laptop & 

Printer 

Rp 11.079.878.000,00 
1,50% 

Rp 

166.198.170,00 

05 Oktober  Pengadaan Meja & Kursi 
Rp 

10.824.093.000,00 1,50% 
Rp 

162.361.395,00 

23 April Bahan Kegiatan 
Rp 11.414.619.000,00 

1,50% 
Rp 

171.219.285,00 

04 Juli Peralatan AC & Instalasi 
Rp 

12.316.054.000,00 1,50% 
Rp 

184.740.810,00 

29 Januari Komputer Kantor 
Rp 11.708.001.000,00 

1,50% 
Rp 

175.620.015,00 

29 Juni Rak & Lemari 
Rp 

12.516.053.000,00 1,50% 
Rp 

187.740.795,00 

20 Maret  Peralatan Presentasi 
Rp 11.943.670.000,00 

1,50% 
Rp 

179.155.050,00 

22 

September 

Barang Bantuan Sosial 
Rp 

10.655.294.000,00 1,50% 
Rp 

159.829.410,00 

20 Febuari Suku Cadang Kendaraan 
Rp 11.823.550.000,00 

1,50% 
Rp 

177.353.250,00 

03 Agustus Alat Proyektor 
Rp 

12.616.550.000,00 1,50% 
Rp 

189.248.250,00 

17 Oktober Scanner & Monitor 
Rp 13.109.631.000,00 

1,50% 
Rp 

196.644.465,00 

21 Agustus Alat Kebersihan 
Rp 

11.673.923.000,00 1,50% 
Rp 

175.108.845,00 

12 Maret Peralatan Keamanan 
Rp 

11.281.057.000,00 1,50% 
Rp 

169.215.855,00 

  10 

Desember 

Genset Portable 
Rp 12.131.683.000,00 

1,50% 
Rp 181.975.245,00 

05 Desember Bahan Publikasi 
Rp 12.790.418.000,00 

1,50% 
Rp 191.856.270,00 

27 Oktober Sound System 
Rp 
12.959.763.000,00 1,50% 

Rp 
194.396.445,00 

25 Oktober  Kamera & Video Recorder 
Rp 15.096.169.000,00 

1,50% 
Rp 226.442.535,00 

02 April Meja Rapat 
Rp 
14.159.321.000,00 1,50% 

Rp 
212.389.815,00 
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26 November Smart TV & Display 
Rp 15.338.881.000,00 

1,50% 
Rp 230.083.215,00 

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung 
 

Berdasarkan data pada di atas, di ketahui bahwa sepanjang tahun 2024, Badan keuangan 

dan Aset Daerah Kota Bitung telah melakukakn sebanyak 20 kali transaksi, yang mencakup 

pembelian barang habis pakai seperti alat tulis tabel kantor (ATK), pengadaan barang modal 

berupa peralatan elektronik serta pelaksanaan berbagai kegiatan lainnya 
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4.2.4 Penyetoran PPh Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung 

 

Bendahara memilik peran yang penting dalam menyetor PPh Pasal 22 atas setiap 

transaksi belanja. Penyetoran ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai 

pemungut pajak sesuai dengan ketentuan perudang-undangan perpajakan. Penyetoran di awali 

dengan bendahara menghitung besaran pajak yang harus dipotong dari rekanan, yaitu sebesar 

1,5% dari niali pembelian barang sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah 

nilai pajak ditentukan, bendahara membuat kode biling melalui aplikasi e-Billing . kode biling 

iini menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Proses penyetoran 

dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk atau melalui sistem kas daerah (kasda) sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses penyetoran sudah dilakukan, sistem akan 

menerbitkan Nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) sebagai bukti bahwa pajak telah 

disetorkan dengan benar. 

Bukti penyetoran tersebut kemudian digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 

melalui sistem e-Filling. 

Tabel 4. 8 Rekap Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh BKAD Kota Bitung Tahun 

2022-2024 
 

Tahun Jumlah Setoran (Rp) Tempat Pembayaran Tanggal Penyetoran 

2022 Rp 

5.743.876.845,00 

Bank SulutGo 

Cabang Bitung 

05-11-2022 

2023 Rp 

5.978.341.680,00 

Bank SulutGo 

Cabang Bitung 

05-11-2023 

2024 Rp 

3.690.056.895,00 

Bank SulutGo 

Cabang Bitung 

05-11-2024 

 

Mengacu pada data penyetoran PPh Pasal 22, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bitung telah memperlihatkan tingkat kepatuhan yang baik dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Penyetoran pajak dilakukan secara konsisten dan tepat waktu sesuai ketentuan 

yang berlaku, tanpa adanya penundaan. Seluruh proses administrasi dijalankan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, khususnya mengacau pada ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan yaitu PMK Nomor 34/PMK.03/2017. 



37  

4.2.5 Pelaporan PPh Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung 

Pelaporan atas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh Badan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Bitung merupakan bagian penting dari kewajiban administratsi perpajakan 

atas kegiatan pengadaan barang. Setelah PPh 22 dipungut dan dihitung dari transaksi yang 

memenuhi kriteria, selanjutnya adalah menyampaikan laporan kepada Direktorat Jendral Pajak 

(DJP). Pelaporan dilakukan secara online melalui sistem e-Filling oleh bendahara pengeluaran 

dengan mengumpulkan bukti pemotongan dan setoran, catatan transaksi, SPT Masa PPh 22. 

BKAD wajib menyampaikan laporan 

Tabel 4. 9 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh BKAD tahun anggaran 2022 
 

Masa Pajak Besaran Tarif PPh Pasal 
22 (1,5%) 

Status Pelaporan SPT 

Januari Rp 231.807.390 Dilakukan Pelaporan 

Febuari Rp 256.050.495 Dilakukan Pelaporan 

Maret Rp 280.337.130 Dilakukan Pelaporan 

April Rp 248.359.653 Dilakukan Pelaporan 

Mei - Tidak ada transaksi 

Juni Rp 309.188.685 Dilakukan Pelaporan 

Juli Rp 272.929.410 Dilakukan Pelaporan 

Agustus Rp 558.412.275 Dilakukan Pelaporan 

September - Tidak ada transaksi 

Oktober Rp 315.889.635 Dilakukan Pelaporan 

November Rp 845.433.975 Dilakukan Pelaporan 

Desember Rp 282.562.605 Dilakukan Pelaporan 

 

Tabel 4. 10 Pelaporan Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 22 oleh BKAD Kota Bitung 

tahun anggaran 2023 
 

Masa Pajak Besaran Tarif PPh Pasal 
22 (1,5%) 

Status Pelaporan SPT 

Januari Rp 231.807.390 Dilakukan Pelaporan 

Febuari Rp 256.050.495 Dilakukan Pelaporan 

Maret Rp 280.337.130 Dilakukan Pelaporan 

April Rp 248.359.653 Dilakukan Pelaporan 

Mei Rp302.833.485 Dilakukan Pelaporan 

Juni Rp 309.188.685 Dilakukan Pelaporan 

Juli Rp 272.929.410 Dilakukan Pelaporan 

Agustus Rp 558.412.275 Dilakukan Pelaporan 

September Rp 554.030.490 Dilakukan Pelaporan 

Oktober Rp 315.889.635 Dilakukan Pelaporan 

November Rp 845.433.975 Dilakukan Pelaporan 

Desember Rp 282.562.605 Dilakukan Pelaporan 
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Tabel 4. 11 Pelaporan Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 22 oleh BKAD Kota Bitung 

tahun anggaran 2024 
 

Masa Pajak Besaran Tarif PPh Pasal 

22 (1,5%) 

Status Pelaporan SPT 

Januari Rp 175.620.015 Dilakukan Pelaporan 

Febuari Rp 177.353.250 Dilakukan Pelaporan 

Maret Rp 158.477.775 Dilakukan Pelaporan 

April Rp 171.219.285 Dilakukan Pelaporan 

Mei Rp 383.609.100 Dilakukan Pelaporan 

Juni Rp 187.740.795 Dilakukan Pelaporan 

Juli Rp 184.740.810 Dilakukan Pelaporan 

Agustus Rp 530.555.265 Dilakukan Pelaporan 

September Rp 159.829.410 Dilakukan Pelaporan 

Oktober Rp 315.889.635 Dilakukan Pelaporan 

November - Tidak ada transaksi 

Desember - Tidak ada transaksi 

 

Berdasarkan data pelaporan PPh Pasal 22, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bitung menunjukan tingkat kepatuhan yang baik dalam melaksanakan kewajiban pelaporan 

perpajakan. Proses pelaporan dilakukan secara teratur dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, tanpa adanya keterlambatan. Seluruh kegiatan pelaporan ini telah dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur administrasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, 

khususnya merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 

34/PMK.03/2017. 

Berikut contoh bukti potong PPh Pasal 22 dan formulir SPT Masa PPh Pasal 22: 

 

Gambar. 4 2 Bukti Potong dan SPT PPh 22 
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4.3 PEMBAHASAN 

4.3.1 Analisis Kepatuhan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 

Langkah awal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara instansi 

pemerintah adalah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 secara tepat. 

Ketepatan dalam tahap ini sangat penting karena akan memengaruhi jumlah pajak yang 

dipungut serta memastikan dana tersebut dapat disetorkan ke kas negara sesuai aturan yang 

berlaku. Maka dari itu, proses perhitungan pajak ini perlu dilakukan dengan mengacu pada 

ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Salah satu regulasi yang menjadi acuan utama dalam 

pelaksanaan PPh Pasal 22 adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

34/PMK.03/2017. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata cara pemungutan, 

penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah terhadap pembayaran 

pembelian barang dan/atau kegiatan. 

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa bendahara wajib memungut PPh Pasal 

22 dengan tarif sebesar 1,5% dari nilai transaksi sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

apabila penyedia barang telah memiliki NPWP. Apabila penyedia barang tidak memiliki 

NPWP, maka tarif yang digunakan adalah sebesar 3%. 

Kepatuhan terhadap mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 merupakan salah satu 

bentuk pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan instansi pemerintah. 

Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan, maka hal tersebut dapat menimbulkan resiko 

fiscal, termasuk sanksi administrasi serta potensi koreksi dari pihak pengawas pajak. Dengan 

kata lain, keakuratan perhitungan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kapatuhan 

pajak suatu instansi. 

Sebagai contoh. Apabila bendahara melakukan pembelian barang senilai Rp 

100.000.000 sebelum PPN dari penyedia barang yang memiliki NPWP, maka besaran PPh 

pasal 22 yang harus dipungut adalah Rp 1.500.000 (1,5%). Namun, jika penyedia barang 

tidak memiliki NPWP, maka jumlah yang dipungut menjadi Rp 3.000.000 (3%). Untuk 

memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut ini disajikan data realisasi pemungutan 

PPh Pasal 22 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung dari tahun 2022-

2024. 
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Berikut Analisis Kepatuhan Perpajakan PPh 22 menurut PMK 34/PMK.03/2017 : 

Tabel 4. 12 Jumlah PPh Pasal 22 Pada BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022 
 

 

Tanggal 
 

Objek PPh Pasal 22 
 

Nilai Objek Pajak 
 

Tarif 
PPh Pasal 22 

menurut UU 

16/02/2022 Pengadaan ATK Rp15.453.826.000,00 1,50% Rp231.807.390,00 

26/02/2022 
Pengadaan Laptop & 
Printer 

Rp17.070.033.000,00 
1,50% Rp256.050.495,00 

30/11/2022 Pengadaan Meja & Kursi Rp18.843.217.000,00 1,50% Rp282.648.255,00 

10/03/2022 Bahan Kegiatan Rp18.689.142.000,00 1,50% Rp280.337.130,00 

20/11/2022 Peralatan AC & Instalasi Rp16.774.500.000,00 1,50% Rp251.617.500,00 

14/02/2022 Komputer Kantor Rp17.241.104.000,00 1,50% Rp258.616.560,00 

25/11/2022 Rak & Lemari Rp19.274.993.000,00 1,50% Rp289.124.895,00 

17/07/2022 Peralatan Presentasi Rp18.195.294.000,00 1,50% Rp272.929.410,00 

08/04/2022 Barang Bantuan Sosial Rp16.557.309.000,00 1,50% Rp248.359.635,00 

27/03/2022 Suku Cadang Kendaraan Rp18.314.105.000,00 1,50% Rp274.711.575,00 

23/12/2022 Alat Proyektor Rp18.837.507.000,00 1,50% Rp282.562.605,00 

09/11/2022 Scanner & Monitor Rp18.675.632.000,00 1,50% Rp280.134.480,00 

17/06/2022 Alat Kebersihan Rp20.612.579.000,00 1,50% Rp309.188.685,00 

12/08/2022 Peralatan Keamanan Rp18.518.937.000,00 1,50% Rp277.784.055,00 

29/08/2022 Genset Portable Rp18.708.548.000,00 1,50% Rp280.628.220,00 

04/11/2022 Bahan Publikasi Rp18.244.048.000,00 1,50% Rp273.660.720,00 

06/02/2022 Sound System Rp20.257.334.000,00 1,50% Rp303.860.010,00 

26/03/2022 Kamera & Video Recorder Rp23.463.862.000,00 1,50% Rp351.957.930,00 

03/10/2022 Meja Rapat Rp21.059.309.000,00 1,50% Rp315.889.635,00 

25/08/2022 Smart TV & Display Rp28.133.844.000,00 1,50% Rp422.007.660,00 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2025  
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Tabel 4. 13 Jumlah PPh Pasal 22 Pada BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2023 
 

 

Tanggal 
 

Objek PPh Pasal 22 
 

Nilai Objek Pajak 
 

Tarif 

PPh Pasal 22 yang 

dipungut pada 

BKAD Kota 

Bitung 

02/01/2023 Pengadaan ATK Rp18.170.546.000,00 1,50% Rp272.558.190,00 

04/01/2023 
Pengadaan Laptop & 

Printer 
Rp16.430.349.000,00 

1,50% Rp246.455.235,00 

20/05/2023 Pengadaan Meja & Kursi Rp20.188.899.000,00 1,50% Rp302.833.485,00 

26/09/2023 Bahan Kegiatan Rp16.811.732.000,00 1,50% Rp252.175.980,00 

29/11/2023 Peralatan AC & Instalasi Rp17.291.367.000,00 1,50% Rp259.370.505,00 

31/10/2023 Komputer Kantor Rp17.614.718.000,00 1,50% Rp264.220.770,00 

12/12/2023 Rak & Lemari Rp20.533.230.000,00 1,50% Rp307.998.450,00 

30/11/2023 Peralatan Presentasi Rp21.081.297.000,00 1,50% Rp316.219.455,00 

05/10/2023 Barang Bantuan Sosial Rp17.083.932.000,00 1,50% Rp256.258.980,00 

22/11/2023 Suku Cadang Kendaraan Rp19.521.988.000,00 1,50% Rp292.829.820,00 

02/02/2023 Alat Proyektor Rp19.664.199.000,00 1,50% Rp294.962.985,00 

27/01/2023 Scanner & Monitor Rp20.465.962.000,00 1,50% Rp306.989.430,00 

27/04/2023 Alat Kebersihan Rp17.853.151.000,00 1,50% Rp267.797.265,00 

11/09/2023 Peralatan Keamanan Rp20.123.634.000,00 1,50% Rp301.854.510,00 

04/02/2023 Genset Portable Rp19.339.771.000,00 1,50% Rp290.096.565,00 

24/10/2023 Bahan Publikasi Rp23.385.969.000,00 1,50% Rp350.789.535,00 

13/11/2023 Sound System Rp21.177.107.000,00 1,50% Rp317.656.605,00 

16/02/2023 Kamera & Video Recorder Rp24.484.514.000,00 1,50% Rp367.267.710,00 

15/09/2023 Meja Rapat Rp22.703.963.000,00 1,50% Rp340.559.445,00 

09/02/2023 Smart TV & Display Rp24.629.784.000,00 1,50% Rp369.446.760,00 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2025 
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Tabel 4. 14 Jumlah PPh Pasal 22 Pada BKAD Kota Bitung tahun anggaran tahun 2024 
 

 

Tanggal 
 

Objek PPh Pasal 22 
 

Nilai Objek Pajak 
 

Tarif 

PPh Pasal 22 yang 

dipungut pada 

BKAD Kota 

Bitung 

16/03/2024 Pengadaan ATK Rp10.565.185.000,00 1,50% Rp158.477.775,00 

25/08/2024 
Pengadaan Laptop & 

Printer 
Rp11.079.878.000,00 

1,50% Rp166.198.170,00 

05/10/2024 Pengadaan Meja & Kursi Rp10.824.093.000,00 1,50% Rp162.361.395,00 

23/04/2024 Bahan Kegiatan Rp11.414.619.000,00 1,50% Rp171.219.285,00 

04/07/2024 Peralatan AC & Instalasi Rp12.316.054.000,00 1,50% Rp184.740.810,00 

29/01/2024 Komputer Kantor Rp11.708.001.000,00 1,50% Rp175.620.015,00 

29/06/2024 Rak & Lemari Rp12.516.053.000,00 1,50% Rp187.740.795,00 

20/03/2024 Peralatan Presentasi Rp11.943.670.000,00 1,50% Rp179.155.050,00 

22/09/2024 Barang Bantuan Sosial Rp10.655.294.000,00 1,50% Rp159.829.410,00 

20/02/2024 Suku Cadang Kendaraan Rp11.823.550.000,00 1,50% Rp177.353.250,00 

03/08/2024 Alat Proyektor Rp12.616.550.000,00 1,50% Rp189.248.250,00 

17/10/2024 Scanner & Monitor Rp13.109.631.000,00 1,50% Rp196.644.465,00 

21/08/2024 Alat Kebersihan Rp11.673.923.000,00 1,50% Rp175.108.845,00 

12/03/2024 Peralatan Keamanan Rp11.281.057.000,00 1,50% Rp169.215.855,00 

10/12/2024 Genset Portable Rp12.131.683.000,00 1,50% Rp181.975.245,00 

05/12/2024 Bahan Publikasi Rp12.790.418.000,00 1,50% Rp191.856.270,00 

27/10/2024 Sound System Rp12.959.763.000,00 1,50% Rp194.396.445,00 

25/10/2024 Kamera & Video Recorder Rp15.096.169.000,00 1,50% Rp226.442.535,00 

02/04/2024 Meja Rapat Rp14.159.321.000,00 1,50% Rp212.389.815,00 

26/11/2024 Smart TV & Display Rp15.338.881.000,00 1,50% Rp230.083.215,00 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2025 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan 

Pasal 22 yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung telah sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017. 

Hal ini terlihat dari hasil perhitungan yang menunjukan kesesuaian tanpa adanya peredaan 

atau selisih anatara nilai yang dihitung dengan ketentuan yang berlaku. 

 

4.3.2 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Bitung. 

 

 Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah 

(BKAD) Kota Bitung dilakukan setelah proses pemungutan pajak atas transaksi belanja 

barang selesai dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 34/PMK.010/2017. 

PMK Nomor 59/PMK.03/2022, penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara 

pengeluaran wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa 

pajak berakhir. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyetoran di BKAD Kota Bitung 

diawali dengan pembuatan Kode Billing pada aplikasi e-Billing DJP. Kode Billing tersebut 

digunakan untuk melakukan pembayaran ke bank/pos persepsi yang telah ditunjuk. Setelah 

pembayaran dilakukan, diterbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menjadi tanda 

bukti sah bahwa penyetoran pajak telah dilaksanakan. Seluruh bukti penyetoran ini 

kemudian diarsipkan sebagai bagian dari dokumen perpajakan. 

 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyetoran PPh Pasal 22 di BKAD Kota 

Bitung telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun, ditemukan beberapa 

kendala teknis yang dapat memengaruhi ketepatan waktu penyetoran, yaitu Gangguan 

sistem pada aplikasi e-Billing yang menghambat proses pembuatan Kode Billing. 

Meskipun kendala tersebut terjadi, pihak BKAD Kota Bitung tetap berupaya melakukan 

penyetoran sesuai ketentuan dengan melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti 

pengecekan ulang data sebelum pembuatan Kode Billing, penjadwalan pengumpulan 

dokumen lebih awal, serta koordinasi dengan pihak bank/pos persepsi untuk memastikan 

pembayaran dapat dilakukan tepat waktu. 

Berdasarkan analisis, tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 22 pada BKAD Kota 

Bitung dapat dikategorikan cukup baik, karena mayoritas penyetoran dilakukan sesuai 

batas waktu yang ditentukan. Namun, perbaikan sistem koordinasi internal dan 

peningkatan keterampilan teknis dalam penggunaan aplikasi perpajakan diperlukan untuk 

meminimalkan potensi keterlambatan di masa mendatang



44 

 

Tabel 4. 15 Rekapitulasi Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 22 BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022-2024 
 

 

 
Tahun 

 
Transaksi 

Pengadaan 

 

Jumlah 
Penyetoran 

PPh 22 

Batas akhir 

penyetoran 
menurut PMK 

34/PMK.03/2017 

 
Realisasi 

Penyetoran 

 
Status 

Kepatuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

Pengadaan ATK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Setoran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimal 

Tanggal 10 

Bulan 
Berikutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 tepat 
waktu, 2 

terlambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebag

ian 

Tepat 

waktu, 
sebagi

an 

terlam
bat 

Pengadaan Laptop & Printer 

Pengadaan Meja & Kursi 

Bahan Kegiatan 

Peralatan AC & Instalasi 

Komputer Kantor 

Rak & Lemari 

Peralatan Presentasi 

Barang Bantuan Sosial 

Suku Cadang Kendaraan 

Alat Proyektor 

Scanner & Monitor 

Alat Kebersihan 

Peralatan Keamanan 

Genset Portable 

Bahan Publikasi 

Sound System 

Kamera & Video Recorder 

Meja Rapat 

Smart TV & Display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

Pengadaan ATK  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Setoran 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimal 

Tanggal 10 
Bulan 

Berikutnya 

 

 

 

 

 

 

 
20 tepat 

waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tepat 

Waktu 

Pengadaan Laptop & Printer 

Pengadaan Meja & Kursi 

Bahan Kegiatan 

Peralatan AC & Instalasi 

Komputer Kantor 

Rak & Lemari 

Peralatan Presentasi 

Barang Bantuan Sosial 

Suku Cadang Kendaraan 

Alat Proyektor 

Scanner & Monitor 

Alat Kebersihan 

Peralatan Keamanan 

Genset Portable 

Bahan Publikasi 
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Tahun 

 

Transaksi 

Pengadaan 

 
Jumlah 

Penyetoran 

PPh 22 

Batas akhir 

penyetoran 
menurut PMK 

34/PMK.03/2017 

 

Realisasi 

Penyetoran 

 

Status 

Kepatuhan 

Sound System 

Kamera & Video Recorder 

Meja Rapat 

Smart TV & Display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 

Pengadaan ATK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Setoran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimal 

Tanggal 10 

Bulan 
Berikutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 tepat 

waktu, 1 

terlambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebag
ian 

tepat 

waktu, 
sebagi

an 

terlam
bat 

Pengadaan Laptop & Printer 

Pengadaan Meja & Kursi 

Bahan Kegiatan 

Peralatan AC & Instalasi 

Komputer Kantor 

Rak & Lemari 

Peralatan Presentasi 

Barang Bantuan Sosial 

Suku Cadang Kendaraan 

Alat Proyektor 

Scanner & Monitor 

Alat Kebersihan 

Peralatan Keamanan 

Genset Portable 

Bahan Publikasi 

Sound System 

Kamera & Video Recorder 

Meja Rapat 

Smart TV & Display 

 

 

 

4.3.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Bitung. 

 

Selain menyetorkan pajak yang telah dipungut, kewajiban lain yang tidak kalah 

penting adalah melaporkan transaksi pemungutan PPh Pasal 22 dalam bentuk Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam PER-25/PJ/2011, 

pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya 

pemungutan. 
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BKAD Kota Bitung melaksanakan pelaporan tersebut secara elektronik melalui layanan e- 

Filing Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam pelaporan ini, instansi wajib melampirkan 

dokumen pendukung seperti: 

 

 Bukti pemungutan PPh Pasal 22 (bukti potong), 

 Bukti setor pajak (BPN), 

 Daftar rekapitulasi transaksi yang dikenakan PPh Pasal 22. 

 

Pelaporan dilakukan secara berkala oleh bagian akuntansi BKAD, dan telah sesuai 

dengan prosedur standar yang berlaku. Seluruh dokumen disusun dengan rapi, baik secara 

fisik maupun digital, dan dilaporkan tepat waktu setiap bulannya. 

 

Dari hasil observasi dan studi dokumen, diketahui bahwa selama periode tahun 2022 

sampai 2024, BKAD Kota Bitung tidak pernah terlambat dalam pelaporan SPT Masa PPh 

22. Tidak ditemukan catatan teguran atau sanksi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang 

menunjukkan adanya pelanggaran 

 

Tabel 4. 16 Rekapitulasi Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 22 BKAD Kota Bitung tahun 

anggaran tahun 2022-2024 
 

 

 

Tahun 

 

 

Jumlah SPT Masa 

Disampaikan 

 

Batas  akhir 

penyetoran 

menurut PMK 

34/PMK.03/2017 

 

 

Media 

Pelaporan 

 

 

Status 

 

 

 

 

 

 

2022 

Januari  

 

 

 

Maksimal 

Tanggal 20 

Bulan 

Berikutnya 

 

 

 

 

 

e-Filing DJP 

Online 

 

 

 

 

10 

tepat 

waktu 

u, 2 

terlam

bat 

Febuari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

 

2023 

Januari Maksimal 

Tanggal 20 

Bulan 

Berikutnya 

 

e-Filing DJP 

Online 

 

Tepat 

waktu 

Febuari 

Maret 

April 



47 

 

 

 

Tahun 

 

 

Jumlah SPT Masa 

Disampaikan 

 

Batas  akhir 

penyetoran 

menurut PMK 

34/PMK.03/2017 

 

 

Media 

Pelaporan 

 

 

Status 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

 

 

 

 

 

 

2024 

Januari  

 

 

 

Maksimal 

Tanggal 20 

Bulan 

Berikutnya 

 

 

 

 

 

e-Filing DJP 

Online 

 

 

 

 

 

11 

tepat 

waktu

, 1 

terla

mbat 

Febuari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

Sumber : Data olahan penulis, 2025 

 Menurut tabel 4.14 dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan pelaporan secara umum 

berada pada kategori baik. Pada tahun 2022, dari total 12 SPT Masa yang wajib disampaikan, 

terdapat 10 pelaporan yang dilakukan tepat waktu dan 2 pelaporan yang terlambat. 

Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis pada sistem DJP Online serta 

keterlambatan penyetoran pajak pada bulan sebelumnya. 

 Pada tahun 2023, kepatuhan pelaporan meningkat secara signifikan, di mana seluruh 12 

SPT Masa dilaporkan tepat waktu. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan koordinasi 

internal, penjadwalan pelaporan yang lebih terstruktur, serta minimnya hambatan teknis. 

Sementara itu, pada tahun 2024, dari 12 SPT Masa yang dilaporkan, terdapat 11 yang tepat 

waktu dan 1 yang terlambat. Keterlambatan pada tahun ini disebabkan oleh kesalahan input 

data transaksi yang memerlukan perbaikan sebelum SPT dapat dikirim. Secara keseluruhan, 

BKAD Kota Bitung telah menunjukkan komitmen yang baik dalam melaksanakan kewajiban 

pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan PMK 34/PMK.03/2017, dengan rata-rata 

tingkat ketepatan waktu di atas 90% setiap tahunnya. 
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4.3.4 Analisis Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan PPh Pasal 22 pada 

Badan Keuangan dan Aset Daerah. 

Walaupun pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya PPh Pasal 22 pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung secara umum telah berjalan sesuai 

peraturan yang berlaku, terdapat sejumlah hambatan teknis dan administratif yang masih 

dijumpai di lapangan. Permasalahan-permasalahan ini, meskipun tidak menyebabkan 

pelanggaran fatal, tetap berpotensi memengaruhi efisiensi dan akurasi pelaksanaan tugas 

perpajakan. 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi magang, wawancara dengan 

pegawai terkait, serta penelusuran dokumen selama tahun anggaran 2022 hingga 2024, 

merangkum beberapa kendala utama yang dihadapi sebagai berikut: 

 

1. Gangguan Akses Sistem Elektronik DJP 

Sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak seperti e-Billing dan e-Filing kerap 

mengalami kendala teknis, terutama menjelang batas akhir pelaporan dan penyetoran. 

Gangguan yang dimaksud bisa berupa akses yang lambat, error saat input data, atau bahkan 

gagal sinkronisasi data. Meskipun BKAD Kota Bitung tetap dapat memenuhi kewajibannya 

tepat waktu, kondisi ini menimbulkan tekanan tambahan dalam pengelolaan waktu dan 

kesiapan dokumen. 

 

2. Koordinasi yang Kurang Efektif antar Bagian 

Pelaksanaan pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 memerlukan kerja sama yang 

baik antara bagian pengadaan dan bagian keuangan/akuntansi. Namun, dalam praktiknya, 

keterlambatan pengiriman dokumen kontrak atau informasi transaksi oleh bagian pengadaan 

masih terjadi, yang menghambat proses penghitungan dan pelaporan pajak. Hal ini 

menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi antardivisi di lingkungan 

BKAD. 

 

3. Keterbatasan Akses terhadap Informasi Peraturan Terbaru 

Perubahan ketentuan perpajakan seperti tarif, batas waktu pelaporan, atau prosedur 

pelaporan terkadang tidak langsung dipahami oleh semua pegawai. Kurangnya pelatihan 

atau sosialisasi internal mengenai peraturan perpajakan terbaru dapat menimbulkan 

kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan. BKAD perlu memastikan bahwa seluruh staf 

yang terlibat dalam urusan pajak memiliki pengetahuan yang mutakhir agar tidak terjadi 

kekeliruan administratif 
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4. Penumpukan Tugas di Akhir Bulan atau Tahun Anggaran 

Pada akhir bulan maupun akhir tahun anggaran, beban kerja staf keuangan dan 

akuntansi biasanya meningkat tajam. Tugas-tugas seperti penyusunan laporan keuangan, 

pengarsipan dokumen, serta penyelesaian pembayaran belanja bersamaan waktunya dengan 

penyetoran dan pelaporan pajak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelelahan kerja dan 

kurang fokus, sehingga dibutuhkan perencanaan jadwal kerja yang lebih efektif. 

 

4.3.5 Evaluasi Tingkat Kepatuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung 

terhadap PPh Pasal 22 

Evaluasi terhadap kepatuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota 

Bitung dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dengan mengkaji 

secara menyeluruh tiga komponen utama, yaitu perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. 

Ketiga unsur tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana instansi 

pemerintah telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara disiplin dan sesuai ketentuan. 

 

1. Aspek Perhitungan PPh Pasal 22 

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, BKAD Kota Bitung telah menjalankan 

perhitungan PPh Pasal 22 dengan menerapkan tarif sebesar 1,5% atas nilai transaksi sebelum 

dikenakan PPN. Seluruh penyedia barang terdata memiliki NPWP, sehingga tarif yang 

digunakan telah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

34/PMK.03/2017. Perhitungan dilakukan secara sistematis dan menjadi dasar pemungutan 

pajak dalam setiap transaksi pengadaan barang dari tahun 2022 hingga 2024. 

 

2. Aspek Penyetoran PPh Pasal 22 

Pajak yang telah dipungut dari transaksi pengadaan barang disetorkan oleh BKAD 

melalui aplikasi e-Billing DJP, menggunakan kode akun 411122 dan kode jenis setoran 300, 

sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Penyetoran dilakukan maksimal pada 

tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemungutan, dan telah dilengkapi dengan Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) sebagai tanda sah pembayaran pajak ke kas negara. 

 

3. Aspek Pelaporan PPh Pasal 22 

BKAD secara rutin menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 melalui sistem e-Filing 

DJP. Pelaporan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai seperti bukti potong, 

BPN, serta rekap transaksi yang dikenai pajak. Sepanjang periode 2022–2024, pelaporan 
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dilakukan secara konsisten sebelum tanggal 20 setiap bulan, sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan yang berlaku. 

 

4. Evaluasi Menyeluruh atas Kepatuhan 

Dari keseluruhan aspek yang dianalisis, dapat dinyatakan bahwa BKAD Kota Bitung 

telah menjalankan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 secara optimal. Pelaksanaan 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta 

tidak ditemukan pelanggaran atau denda administratif. Hal ini menjadi cerminan bahwa 

BKAD memiliki sistem pengelolaan perpajakan yang terstruktur dan profesional. 
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4.3.6 Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 

Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan dokumen resmi yang 

diterbitkan oleh bendahara pengeluaran atau pihak yang ditunjuk sebgai pemungut pajak, 

sebagai tanda telah dilakukan pemungutan pajak atas transaksi tertentu. Dokumen ini memiliki 

fungsi penting sebagai dasar hukum dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kewajiban 

perpajakan baik bagi pemungut maupun pihak yang dipungut. Menurut Peraturan Direktur 

Jendral Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang Bentuk, isi dan Tata cara Pembuatan Bukti 

Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan mengatakan bahwa Bukti Pemotongan 

dan/atau Pemungutan Pajak adalah dokumen yang dibuat oleh pemotong atau pemungut pajak 

sebagai tanda bukti telah dilakukannya pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan 

sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 

 

 

Gambar. 4 3 Bukti Pemungutan PPh 22
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4.3.7 SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 

SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan laporan berkala yang wajib 

disampaikan oleh instansi pemerintah atau pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. 

Laporan ini mencerminkan pelaksanaan kewajiban pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 

selama satu periode masa pajak (bulanan), serta menjadi bukti kepatuhan administrasi dalam 

pelaporan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, 

SPT Masa adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta serta kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk suatu 

Masa Pajak. 

Di BKAD sendiri, SPT Masa PPh Pasal 22 disusun dan dilaporkan secara bulanan oleh 

bendahara pengeluaran. Proses pelaporannya dilakukan secara daring melalui aplikasi e-filing 

atau e-SPT, yang terhubung langsung dengan sistem Direktorat Jendral Pajak. 

 

 

 

Gambar. 4 4 Contoh SPT Masa PPh 22 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai kepatuhan perpajakan PPh 

Pasal 22 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung, dapat di simpulkan beberapa 

hal sebegai berikut : 

1. Kepatuhan Perhitungan PPh Pasal 22 

Berdasarkan data pengadaan barang pada BKAD Kota Bitung tahun anggaran 2022 

hingga 2024, perhitungan PPh Pasal 22 telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan 

tarif yang berlaku sebesar 1,5% dari nilai transaksi telah dikalkulasi berdasarkan 

dasar pengenaan pajak yang sesuai, menunjukan bahwa aspek perhitungan PPh 22 

telah dilaksanakan secara patuh. 

2. Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 22 

BKAD Kota Bitung telah melaksanakan penyetoran pajak secara tertib dan tepat 

waktu melalui system e-Billing, menggunakan kode akun pajak 411122 dan jenis 

setoran 300. Seluruh penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan, menunjukan bahwa BKAD telah 

mematuhi batas waktu dan tata cara penyetoran sebagaimana diatur dalam peraturan 

perpajakan. 

3. Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 22 

Pelaporan PPh Pasal 22 oleh BKAD juga telah dilakukan sesuai ketentuan, yakni 

melalui penyampaian SPT Masa secara elektronik melalui e-Filing. Seluruh laporan 

dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti bukti potong, SPT Masa, serta rekap 

transaksi lainnya. Hal ini menunjukan bahwa BKAD telah menjalankan kewajiban 

secara konsisten dan tepat waktu. 
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5.2 REKOMENDASI 

1. Penguatan Sistem Administrasi dan Pengarsipan Pajak 

a. Disarankan agar BKAD Kota Bitung memperkuat sistem administrasi dan 

pengarsipan dokumen perpajakan, khususnya bukti potong dan bukti setor. 

Pengelolaan data yang rapi dan terdokumentasi dengan baik akan memudahkan 

dalam proses pe laporan dan audit, serta mencegah potensi kehilangan dokumen 

penting. 

2. Pelatihan dan Sosialisasi Perpajakan Bagi Petugas 

a. Diperlukan adanya pelatihan rutin dan sosialisasi peraturan perpajakan terbaru 

kepada petugas di bidang keuangan dan akuntansi. Dengan pemahaman yang 

baik, pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 akan 

semakin optimal dan mengurangi resiko kesalahan administrasi. 

3. Evaluasi Berkala terhadap Kepatuhan Perpajakan 

a. BKAD disarankan untuk melakukan evaluasi rutin, minimal setiap triwulan, 

terhadap seluruh aktivutas yang berkaitan dengan PPh Pasal 22. Evaluasi ini 

penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai regulasi, serta 

sebagai bentuk kontrol internal dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan 

pajak instansi pemerintah. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 

1. Apakah setiap pembelian dikenakan PPh 22? 

Tidak semuanya. Hanya pembelian barang seperti meja, kursi, alat tulis, laptop dll dengan nilai 

tertentu yang di atur oleh pemerintah. 

2. Bagaimana cara memotong PPh 22 dan siapa yang melakukannya? 

Pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran saat proses pembayaran. Biasanya 

dilakukan melalui system komputer atau aplikasi perpajakan yang sudah terintegritas. 

3. Bagaimana cara setor dan lapor PPh 22? 

Setelah di potong, pajak harus disetorkan ke kas negara melalui system DJP Online paling 

lambat tanggal 10. Setelah di setor, wajib melaporkan dalam bentuk SPT Masa. 

4. Apakah ada pedoman atau SOP dalam pelaksanaan PPh 22? 

Ya, BKAD punya SOP internal yang jadi acuan, selain juga mengikuti peraturan resmi. 

5. Apakah BKAD menyetorkan PPh 22 tepat waktu? 

Iya, BKAD berusaha untuk menyetor dan melaporkan pajak sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. 

6. Apakah pernah terjadi keterlambatan? 

Pernah, tapi jarang. Biasanya kalau terlambat, penyebabnya adalah gannguan system, seperti 

eror saat akses DJP Online. 

7. Apa ada kendala dalam melaksanakan PPh 22? 

Beberapa kendala yang di hadapi biasanya, perubahan aturan yang cepat, keterbatasan tenaga 

atau staf yang paham pajak dan gangguan teknis pada system pelaporan. 

8. Kalau ada keterlambatan, apakah ada sansiknya? 

Ya, jika terlambat menyetor biasanya dikenakan sanksi berupa denda atau bunga sesuai dengan 

undang-undang ketentuan umum perpajakan. 

 

 

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara 
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Lampiran 3 Bukti Potong Pasal 22 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Lampiran 4 SPT Masa Pasal 22 
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